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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) 4)
Meningkatnya ketersediaan air | Persentase Luas Fungsional

1 | dukungan untuk kedaulatan daerah irigasi yang terlayani air 57%
pangan irigasi
Meningkatnya dukungan . .

2 | konektivitas bagi penguatan glrr;%li(:;iKonektnvutas waidn 76,13%
daya saing -
Meningkatnya dukungan Cakupan layanan infrastruktur o

3 ) 100%
layanan infrastruktur dasar dasar
Meningkatnya keterpaduan

4 pembangunan infrastrukur Nilai Penyelenggaraan Penataan 84%
PUPR antar daerah, antar Ruang
sektor di tingkat Provinsi Kalsel
Meningkatnya kapasitas dan Tingkat Pengendalian

5 | pengendalian kualitas Pelaksanaan Konstruksi Provinsi 59,60%
konstruksi Provinsi Kalsel Kalsel
Meningkatnya kualitas tata ;

: L Indeks tata kelola Dinas PUPR o

6 | kelola Dinas PUPR Provinsi Provinsi Kalss] 97,44%
Kalsel

Sangat
Indeks Pelayanan Publik Baik
(4,01)

7 Meningkatnya Kualitas .

Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat 95 Poin

Jumlah Inovasi Publik yang
Diterapkan
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LAMPIRAN 1.1 PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN

SUB KEGIATAN TAHUN 2025

I. APBD
No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu
1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 106.996.962.700
1:1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah 61.663.249.000
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
111 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya 300.000.000
112 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 350.000.000
Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.1.3 | Normalisasi/Restorasi Sungai 9.025.000.000
114 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan 1.300.000.000
Pengaman Pantai Lainnya
115 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 15.800.000.000
116 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 9.950.584.000
117 Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 3.582.240.000
11.8 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 500.000.000
1.1.9 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku 700.000.000
1.1.10 | Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku 4.200.000.000
1.1.11 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 2.550.000.000
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1.1.12 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 2.100.000.000
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.1.13 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 11.305.425.000
Konstruksi Pengendali Banijir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
1:2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 45.333.713.700
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.21 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 2.129.000.000
1.2.2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 799.073.700
1.2.3 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3.055.680.000
1.25 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 24. 045 500 000
126 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 14.918.360.000
Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.2.7 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 390.000.000
1.28 360.000.000

Pengelolaan dan Pen

awasan Alokasi Air |

13.256.395.000

Penyusunan Rencana Keb«jakan Strategl dan Teknis Sistem

2.616.067.400
Penyediaan Air Minum (SPAM)
2.1.2 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 139.999.700
Kabupaten/Kota
21.3 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 7.205.886.100
Kabupaten/Kota
2.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2.329.499.700
21.5 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 104.999.700
(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
216 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 409.942.500
Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum 449,999.900
SPAM

3.364.763.100

" Ponyusunan Rencena Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem

| _bah Domestk (SPALD)

770.964.600




3.12 Pembinaan Pengembangan Sisterm Pengelolaan Air Limbah Domestik 873.999.500
(SPALD) Kabupaten/Kota

313 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 854.999.700
Terpusat

314 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan 249.799.600
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

3.1.5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 355.000.000
Domestik (SPALD)
3.16 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air 259.999.700
lebah Domestlk (SPALD) Lmtas Kabupaten/Kota ;
4 | PROGF [ 324244193300
4.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung unfuk 324.244.193.300
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

411 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran 296.498.487.700
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

41.2 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 26.203.899.800
Daerah Provinsi

413 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung 602.317200
Negara Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

414 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek 348.488.800

415 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan 589.999 800
Gedung untuk Ke tln an Strategls Daerah Provinsi

5.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan ngkungan di Kawasan 46.755.674.200
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Koiz

5.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, 45275.889.700
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya

5.1.2 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan 1223.998.500
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Dzerzh
Kabupaten/Kota

513 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerinizh 249.675.000
Kabupaten/Kota

6.1.1 Penyusunan Rencana Kebqakan Strategl dan Teknis Sistem 744 .966.300
Pengelolaan Persampahan

6.1.2 Pembangunan TPA/TPST/SPA 334923200

6.1.3 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 109.889.900

6.14 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan 220.500.000

Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
6.15 Pemblnaan dan Pembetdayaan Masyarakat dalam Pengembangan 385.898.700

PenyusunanRencana Kehjdtan Strategl dan Tekms Sistem
Drainase Perkotaan

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

8.1.2 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan
| Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi ;
8.1.3 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.340.992.300
di Kawasan Strategis Provinsi ;
8.14 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan 1.299.992.900 |

- di K Provinsi

1.987.395.677.160
30.053.135.900

- le41




Pemelinaraan Rutii Jembatan

3.634.898.760

9.1.3 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 793.634.800
914 Rehabilitasi Jalan 172.000.000.000
9.1.5 Rekonstruksi Jalan 259.546.514.400
9.1.6 Pembangunan Jembatan 776.800.000.000
9.1.7 | Pemeliharaan Rutin Jalan 15.209.000.000
9.1.8 Pemeliharaan Berkala Jalan 43.000.000.000
9.1.9 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan 26.874.660.500
Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
9.1.10 | Pembangunan Jalan 655.000.000.000
9.1.11 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2.708.386.100
9.1.12 | Pengelolaan Leger Jalan 1.775.446.700
ROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 5.061.474.000
101 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 2.561.753.100
10.1.1 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 898.683.600
10.1.2 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 460.748.400
10.1.3 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 521.754.400
10.1.4 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 136.718.500
Kualifikasi Ahli
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 543.848.200
10.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 1.340.370.000
Cakupan Daerah Provinsi
10.2.1 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 550.815.000
10.2.2 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 230.677.000
10.2.3 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 267.105.000
10.2.4 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI 291.773.000
10.3 Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1.159.350.900
10.3.1 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 772.797.200
Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota
10.3.2 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib 386.553.700
Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
GRAM | PENATAAN RUANG 9.717.237.400
11.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata 5.418.877.400
Ruang Provinsi
11.1.1 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 4.818.877.400
11.1.2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang 600.000.000
_ Penataan Ruang ‘ v v
' 11.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 633.030.000
11.2.1 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 433.030.000
untuk Kegiatan Berusaha
Sistem Informasi Penataan Ruang 200.000.000
- Si i Perencanaan Tata Ruang 1.930.558.000
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
11.3.2 | Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan 530.558.000
Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
11.3.3 | Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang 500.000.000
11.3.4 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan 300.000.000
RDTR Kabupaten/Kota
11.3.5 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota 600.000.000
11.3.6 | Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota S
: 1.734.772.000
11.4.1 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawan Negen S|p|I
1 (PPNS) Bidang Penataan Ruang
11.4.2 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 397.532.000
11.4.3 .| Penilaian Perwujudan RTR 325.000.000
11.4.4 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
| dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK
145 612.240.000

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang




| PROGI NGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pelaksanaan Audit Tata Ruang

1400.000.000 |

AT

1.632.703.800

Penetapan Lokasl Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di
Wilayah Provinsi

1.632.703.800

_dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

12.1.1 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan 691.442.200
Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

12.1.2 | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 187.042.000

12.1.3 | Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum 214.430.000

12.1.4 | Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka 328.888.000
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

12.1.5 | Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan 210.901.600
_Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

e ,ROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 5.036.322.300

131 Penyelesalan Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah 5.036.322.300
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

13.1.1 | Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 271.680.100
(Satu) Daerah Provinsi

13.1.2 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota 4.764.642.200

:ROGRAM PENYELESAIA SANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN

71.087.119.900

dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

14.1 Penyeiésalah Masalah Ganti Kerug an dan Santunan Tanah untuk 71.087.119.900
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
14.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 71.087.119.900

Kewenangan Provinsi

'ROGRAM PENATAGUNAAN T/ \NA| i 3.075.917.600

151 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas 3.075.917.600
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

15.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1.599.882.200

15.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 1.476.035.400

EMERINTAHAN DAERAH : 48.924.676.394
1;3.1 Perencanaan dan Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah 1.776.240.800
16.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.218.500.600
16.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.544.900
16.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 18.498.600
16.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.684.300
16.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 17.650.300
16.1.6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.957.900
16.1.7 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 80.202.100
16.1.8 Penyelenggaraan Walldata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 80.202.100

162 | 29.189.360.800
16.2.1 Penyedlaan Gajl dan Tunjangan ASN 27.100.000.000
16.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 998.910.200
16.2.3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 782.330.000
16.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 12.690.600

Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 295.430.000
k Daerah pada Perangkat Daerah 1.805.264.900
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 48.890.000

16.3.2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.081.656.600
16.3.3 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 144.100.000
16.3.4 | Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah 431.536.000

-pada SKPD
16.3.5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 39.097.700
SKPD
16.3.6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 35.270.000
Pamanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.714.600
‘ | j ! 1.058.755.000

194.400.000




